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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua. Sehingga praktikan dapat 

menyusun laporan ini dengan tepat waktu.  Laporan PKL ini disusun 

bedasarkan hasil praktik yang telah dilaksanakan dari tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 7 September 2018 pada divisi keuangan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Laporan ini disusun berdasarkan data yang sesungguhnya praktikan 

dapatkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan 

ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan 

ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua praktikan yang selalu memberikan dukungan doa 

ataupun dukungan berupa materil dan nonmateril sehingga praktikan 

dapat merasakan jenjang pendidikan hingga saat ini; 

2. Dr. IGKA Ulupui, S. E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta;  
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3. Bapak Indra Pahala, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang 

telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini; 

4. Seluruh pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah bersedia memberikan 

kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan kegiatan PKL dan 

membantu praktikan selama kegiatan berlangsung; 

5. Seluruh teman-teman dari kelas S1 Akuntansi B 2015 yang selalu 

mengingatkan praktikan untuk terus bersemangat saat menjalani 

perkuliahan. 

Akhir kata, praktikan berharap laporan praktik kerja lapangan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembaca serta dapat membantu semua pihak yang 

terlibat untuk kemanjuan dan perkembangan yang lebih baik. Praktikan 

mengharapkan saran dan kritikan yang membangun guna sebagai evaluasi 

pembelajaran untuk kedepannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung di perusahaan swasta atau 

perusahaan instansi dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu 

mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan kompetensi 

(kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa yang 

akan datang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam 

persaingannya seperti di masa sekarang ini. 

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi 

mahasiswa yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, setidaknya sudah 

memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah 

mendapatkan bekal dari universitas untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan 

diterapkan dalam dunia usaha atau dunia Industri. Alasan utama mengapa para 

mahasiswa harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai bidangnya agar 

dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan tidak mengalami kendala dalam 

penerapan ilmu pengetahuan dasar yang kemungkinan besar dalam proses praktik 
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kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di Univeristas 

Negeri Jakarta. 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan setiap 

mahasiswa mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang 

dilakukan di dunia usaha ataupun di dunia kerja agar mahasiswa tersebut dapat 

mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta 

mampu menunjukan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya 

selama berada di dunia kerja sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan.  

PKL memberikan dan sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa akan dan 

bagaimana kehidupan di dunia kerja. Disamping ajang uji coba ilmu yang  

dipelajari, melalui PKL mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang 

bagaimana tata dan aturan di dunia kerja, sehingga ketika nantinya sudah lulus, 

mahasiswa sudah benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara 

kejiwaan dan mental. 

Praktikan kali ini melakukan PKL yang dilaksanakan oleh praktikan di 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

Jakarta Selatan yang bergerak dibidang reformasi birokrasi dan praktikan 

ditempatkan pada divisi keuangan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka 
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salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

B. Maksud Dan Tujuan PKL 

Secara umum, PKL (Praktik Kerja Lapangan) dilaksanakan dengan 

bertujuan untuk menambah pengalaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta dalam realitas profesi terkait dengan kompetensi jurusan masing-

masing. Maksud PKL antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai macam 

perusahaan/instansi; 

2. Sebagai media kerja sama dengan dunia akademis untuk mendapatkan 

perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas; 

3. Sebagai upaya mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapat 

selama masa perkuliahan. 

Adapun tujuan bagi praktikan dalam menjalankan kegiatan PKL sebagai berikut: 

1. Memberikan pengalaman dunia kerja nyata kepada mahasiswa yang akan 

dihadapinya setelah menyelesaikan studinya; 

2. Upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan 

masyarakat; 

3. Agar mahasiswa jurusan akuntansi memahami secara mendalam mengenai 

siklus informasi akuntansi pembelian yang diterapkan pada perusahaan; 
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4. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa untuk menghadapi 

persaingan dalam dunia kerja nyata. 

C. Kegunaan PKL 

Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentunya memberikan 

manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh semua elemen yang terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan ini. Adapun beberapa kegunaan dari kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik 

sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar 

belakang bidang ilmu; 

b. Praktikan dapat melatih kemampuan praktikan untuk menjadi pribadi yang 

mandiri, mampu bersikap, memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan dalam bekerja; 

c. Praktikan dapat menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan 

orang lain di dalam dunia kerja. 

2. Bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum 

keuangan pada daerah sekitar melalui penerimaan laporan kegiatan 

keuangan yang ada pada Kementerian PANRB; 
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b. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial 

untuk mendapatkan pengalaman di perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi Kementerian PANRB 

Sebagai sarana untuk menjembatani antara Kementerian PANRB 

dengan lembaga pendidikan yaitu Universitas Negeri Jakarta untuk bekerja 

sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun non akademis. 

D. Tempat PKL 

Berikut tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL yang bergerak di 

bidang urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: 

Nama : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) 

Alamat : Jl. Jend. Sudirman kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kby. Baru, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 

Telepon : (021) 7398381 

Bagian : Keuangan 

Praktikan memilih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tempat melaksanakan PKL karena 

praktikan ingin mengetahui bagaimana Kementerian ini mengetahui kegiatan 
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keuangan yang masuk dan keluar dimana kementerian ini bergerak dalam urusan 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

E. Jadwal Waktu PKL 

Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 7 September 2018, bertempat di Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut adalah perincian tahap 

pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) 

yang ditujukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB). Setelah surat permohonan dibuat, praktikan 

melanjutkan menemui Koordinator Prodi Akuntansi S1 FE UNJ yaitu Dr. I 

Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si.Ak.CA untuk meminta legalitas berupa 

tanda tangan, kemudian praktikan langsung memberikan surat permohonan 

PKL ke tempat yang hendak dituju pada akhir bulan Juni 2018, hingga 

akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan pada 16 Juli 2018. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 7 September 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja pada 

hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 

WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 

WIB dan pada hari Jum’at dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 WIB 

sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

 Praktikan menyusun laporan PKL dengan tujuan untuk menyelesaikan 

mata kuliah PKL sebagai bentuk untuk menumbuh kembangkan pengalaman 

praktikan terhadap dunia kerja khususnya dalam bagian keuangan 

pemerintahan yakni di Kementerian PANRB untuk memenuhi syarat 

kelulusan Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

Praktikan mempersiapkan laporan PKL di pertengahan bulan September 

2018. Pada tahap ini, praktikan melakukan penulisan dan penyusunan laporan 

mengenai hasil praktik kerja praktikan selama menjalani PKL di bagian 

keuangan Kementerian PANRB. Praktikan menulis laporan ini berdasarkan 
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gambaran umum perusahaan, tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan 

kepada praktikan, serta kendala yang dihadapi oleh praktikan selama 

menjalani kegiatan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Kementerian PANRB 

Berdasarkan sumber yang praktikan dapat dari website resmi Kementerian 

PANRB, eksistensi dan kiprah pengabdian Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara (Kementerian PAN), tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah panjang itu dimulai ketika Proklamasi 

Kemerdekaan Rl dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk menapak 

ke arah hari depan yang gemilang, saat itu roda Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia harus segera berjalan. Sadar akan hal tersebut, sehari setelah Proklamasi 

Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang 

pertamanya tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan kebijakan strategis sebagai 

tonggak dimulainya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang berdaulat dan 

bermartabat dengan mengambil tiga keputusan penting yaitu: 

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta 

sebagai Wakil Presiden; 
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3. Memutuskan bahwa, untuk sementara waktu, dalam melaksanakan 

pekerjaannya Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional. 

Baik pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan 

Nasional maupun Kabinet Gotong Royong, Kementerian PAN berhasil 

meneguhkan posisi aparatur negara sebagai unsur perekat bangsa yang profesional, 

handal dan netral dari kepentingan politik. Di tengah-tengah dinamika politik yang 

begitu tinggi, kemandirian PNS tetap tak tergoyahkan sehingga roda pemerintahan 

tetap berjalan melaksanakan amanat konstitusi untuk melayani kepentingan negara 

dan masyarakat.  

Peran aktif dan posisi strategis PNS yang tetap netral, obyektif, mandiri 

dan profesional inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan bangsa 

Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung, jujur, adil dan 

demokratis pada tahun 2004. Pesta demokrasi yang panjang dan menyerap 

perhatian, keteguhan dan kemandirian bangsa ini, akhirnya membuahkan hasil 

dengan terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pada periode ini pulalah, semangat 

untuk menggulirkan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai digerakkan dengan langkah-

langkah yang sistematis, cermat, terpadu dan terkoordinasi. 
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Guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, kebijakan dan 

rencana aksinya dikemas menjadi satu paket yaitu Sembilan Program Percepatan 

Birokrasi, yang merupakan ekstraksi atau penyederhanaan dari grand design 

reformasi birokrasi. 

Luas dan kompleksnya cakupan tugas dan fungsi Kementerian PANRB 

dirangkum dalam logo Kementerian PANRB tersebut. Logo harus dapat ditafsirkan 

sebagai pernyataan bahwa baik kebijakan maupun tindakan Kementerian PANRB 

ke depan senantiasa berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni 

pemerintahan yang mampu menjawab tantangan jaman.  

Oleh karena itu, logo didesain sedemikian rupa sehingga secara filosofis 

mencerminkan sifat-sifat kebaharian (visi bahari, etika bahari, kepemimpinan 

bahari, hukum bahari dan filsafat bahari) yang digambarkan sebagai roda kemudi 

kapal, dimana Kementerian PANRB sebagai pengemudinya. Berikut penjelasan 

mengenai logo Kementerian PANRB: 

1. Bentuk Oval 

Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan ketegaran dan 

keseimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam mengemban visi reformasi birokrasi untuk menciptakan 

aparatur negara yang profesional, visioner, netral, tidak berpihak dan 
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menghasilkan kinerja (output dan outcome) yang optimal bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Roda Kemudi Kapal 

Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan peran Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengemudi 

dalam memimpin dan mengelola perumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara 

dan reformasi birokrasi, agar tugas-tugas pelayanan dan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

3. Delapan Jari-Jari Roda Kapal 

Delapan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, 

keseimbangan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak melampaui dan tidak 

menyalahgunakan dan menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, 

profesionalitas, dan kepentingan umum. Delapan penjuru angin yang 

bermakna sebagai kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

mengikat persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). 

4. Buku 

Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan hasil kerja 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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berupa produk-produk kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara 

dan reformasi birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

ilmiah, hukum, politik dan sosiologis dan selanjutnya untuk dilaksanakan 

sebagai acuan oleh seluruh jajaran aparatur negara, baik di pusat maupun di 

daerah 

5. Tujuh Garis Pada Buku 

Menyiratkan makna simbolik tujuh nilai dasar yang memberikan 

motivasi dalam bekerja, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, bekerja dengan 

penuh tanggung jawab, berpola pikir visioner, menegakkan disiplin, 

mengutamakan kerjasama, bertindak adil dalam berperilaku, serta peduli 

terhadap sesama dan lingkungan. 

6. Lingkaran Kecil Berwarna Hitam Yang Mengapit Tulisan ”MELAYANI 

MASYARAKAT” 

Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan kesungguhan dan 

komitmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam menekankan pentingnya fungsi pelayanan kepada masyarakat 

yang harus diemban oleh seluruh aparatur negara, baik di pusat dan di daerah. 

7. Tulisan 

Tulisan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI merupakan nama atau 
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nomenklatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Tulisan MELAYANI MASYARAKAT menyiratkan makna 

simbolik yang menjelaskan bahwa fungsi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah mengkoordinasikan 

pembangunan dan pendayagunaan seluruh jajaran aparatur negara di semua 

lini dan semua aspek agar memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

 

Gambar II.1 

Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Sumber : https;//www.menpan.go.id 
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B. Visi dan Misi Kementerian PANRB 

1. Visi 

Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten 

untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 

2. Misi 

a. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; 

b. Membangun SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; 

c. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien; 

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. 

C. Struktur Organisasi Kementerian PANRB 

Struktur organisasi merupakan susunan strata antara tiap posisi yang ada 

pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dalam 

mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Adanya struktur organisasi ialah sebagai 

penggambaran dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 

Struktur organisasi dalam perusahaan sangat penting perannya untuk mendukung 

terlaksanannya fungsi dan tujuan pengorganisasian dengan baik. Struktur 

Kementerian PANRB terdiri atas: 

1. Menteri PANRB mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan di 

bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; 
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2. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan 

Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan 

serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi 

birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; 

4. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pemerintahan; 

5. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur; 

6. Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan publik; 

7. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di 

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi; 
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8. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi kepada Menteri terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang 

politik dan hokum; 

9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap isu-isu strategis terkait 

dengan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; 

10. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi kepada Menteri terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang 

administrasi negara dan kebijakan public; 

11. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi kepada Menteri terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang 

budaya kerja dan revolusi mental. 
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Praktikan berkesempatan untuk melakukan kegiatan PKL di bagian 

keuangan. Berikut penjelasan dari struktur organisasi bagian keuangan 

Kementerian PANRB: 

1. Kepala Bagian Keuangan bertugas dalam melakukan koordinasi, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang keuangan; 

2. Kasubag Pembendaharaan Akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan penerimaan dan pembayaran keuangan. Selain itu melakukan 

pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 

keuangan; 

3. Kasubag Akuntansi Pelaporan Keuangan bertugas dalam melakukan 

penyusunan rencana kebutuhan anggaran, penyusunan alokasi, pedoman dan 

prosedur tata laksana anggaran rutin dan anggaran pembangunan; 

4. Kasubag Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan 

perbendaharaan. Kegiatan tersebut meliputi penyiapan bahan penyusutan 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran, pembayaran serta 

pengelolaan gaji. 
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Adapun struktur organisasi bagian keuangan Kementerian PANRB sebagai 

berikut: 

Gambar II.3 

Struktur Organisasi Bagian Keuangan Kementerian PANRB 

Sumber : Data Praktikan 

D. Kegiatan Umum Kementerian PANRB 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

Singkatnya Kementerian PANRB adalah Kementerian yang bertugas dalam 

mengurus formasi CPNS di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB mendorong 
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kinerja pemerintah pusat dan daerah melalui penerapan SAKIP, mendorong 

birokrasi, memantau pelayanan publik, serta mengurus kelembagaan pemerintah. 

Berdasarkan sumber yang praktikan dapat dari Renstra Tahun 2015-2019, 

hal 40 PERMENPANRB No. 7 Tahun 2015. Sebagai perwujudan visi dan misi, 

Kementerian PANRB memiliki sasaran Kementerian yang menjadi pedoman 

dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Berikut 5 sasaran strategis Kementerian 

PANRB: 

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien, dicapai dengan 

peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua kabupaten, 

provinsi, dan kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang 

“Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan 

tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program reformasi birokrasi 

yang sedang dijalankan oleh semua lembaga pemerintah. Pemerintahan yang 

efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata 

laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas 

ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan 

diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan 

mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan; 

2. Terwujudnya SDM Aparatur Yang Kompeten Dan Kompetitif, tercapai 

dengan diwujudkannya sasaran SDM aparatur yang kompeten ditandai 

dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar 

https://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/5020-permenpan-2015-no-007
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kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi 

bagi ASN minimal  12 hari kerja dalam 1 tahun;  

3. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Dan Berkinerja 

Tinggi, antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas 

kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas 

kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem 

integritas oleh seluruh instansi pemerintah.; 

4. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Berkualitas, antara lain 

dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 

5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB Yang Profesional Dan 

Berkinerja Tinggi, dengan pencapaian sasaran terwujudnya Kementerian 

PANRB yang efektif dan efisien, terwujudnya Kementerian PANRB yang 

bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran terwujudnya pelayanan 

publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran 

Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator nilai 

RB baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan 

pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran terwujudnya 

Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur 

dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai 

akuntabilitas kinerja kementerian yang baik. Terhadap sasaran yang ketiga, 

terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur 



23 
 

 
 

dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh 

Kementerian PANRB. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jendral Sudirman 

No. Kav 69, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini berlangsung selama dua bulan mulai dari tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 7 September 2018. Praktikan ditempatkan pada bagian keuangan. 

Praktikan berkesempatan melakukan beberapa tugas guna untuk membantu kinerja 

karyawan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

di bagian keuangan. Tugas-tugas tersebut berupa: 

1. Menginput transaksi perbendaharaan menggunakan Uang Persediaan (UP) 

melalui RUH Kuitansi dalam aplikasi SILABI; 

2. Mengikuti presentasi dengan tema Kewajiban Perpajakan Bendahara 

Pemerintah dan Pelaporan e-SPT via e-filing; 

3. Menerima surat masuk; 

4. Mengklasifikasikan faktur atau kuitansi bukti pembayaran. 
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B. Pelaksanaan Kerja  

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama dua bulan atau 40 hari kerja yang 

dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 7 September 2018. Pelaksanaan 

kegiatan PKL dilakukan pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 07.30 – 16.00 

WIB. Selama kegiatan PKL berlangsung praktikan ditempatkan oleh Departemen 

Sumber Daya Manusia pada bagian keuangan karena melihat latar belakang 

praktikan yaitu mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi. 

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan menjalani briefing PKL 

terlebih dahulu sebagai tahap pengenalan mengenai kegiatan yang ada pada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan 

briefing tersebut dibimbing oleh Ibu Linda yang memberikan arahan terkait 

dengan peraturan-peraturan yang ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga memperkenalkan tugas pekerjaan yang 

ada pada divisi keuangan.  

Kemudian selanjutnya praktikan kegiatan yang diberikan oleh mentor. 

Beberapa kegiatan tersebut yaitu: 

1. Menginput transaksi perbendaharaan menggunakan Uang Persediaan 

(UP) melalui RUH kuitansi dalam aplikasi SILABI 

RUH Transaksi merupakan menu untuk mencatat seluruh transaksi 

yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang nantinya akan masuk ke 
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dalam Buku Pengawas Anggaran. Setiap transaksi yang telah dicatat pada RUH 

Transaksi, akan langsung mempengaruhi saldo kas bendahara. Dalam 

pekerjaan ini praktikan mengerjakan RUH Kuitansi, dimana RUH Kuitansi 

mempunyai fungsi sebagai kuitansi atas dasar pembayaran belanja kebutuhan 

kantor yang menggunakan Uang Persediaan (UP). Uang Persediaan (UP) itu 

sendiri merupakan semacam petty cash cuma dalam jumlah yang besar di 

Satuan Kerja Kementerian. Data tersebut dipergunakan untuk pencatatan dan 

pelaporan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) perwakilan 

dari Kementerian Keuangan dihimpun dan dilaporkan tiap bulannya. Setiap 

bulannya ketika penggunaan Uang Persediaan (UP) sudah mencapai 50% dari 

jumlah yang telah diberikan dari Kementerian Keuangan, uang itu bisa diisi 

kembali/refinance. Dengan adanya aplikasi SILABI, Satuan Kerja tidak perlu 

membuatkan kuitansi secara manual lagi misalnya menggunakan microsoft 

excel, namun langsung dihasilkan dari aplikasi SILABI setelah melakukan 

perekaman kuitansi. Berikut adalah penjelasan yang ada pada RUH Kuitansi: 

1. Periode: Pilih salah satu, apakah perbulan atau dalam rentang tanggal 

tertentu; 

2. Daftar kuitansi: Daftar RUH Kuitansi yang telah direkam sebelumnya, 

berwarna biru artinya kuitansi tersebut telah dicatat pada RUH Transaksi, 

berwarna putih artinya belum dicatat pada RUH Transaksi; 

3. Rekam: Tombol untuk merekam kuitansi; 

4. Edit: Tombol untuk mengubah kuitansi yang telah direkam; 
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5. Hapus: Tombol untuk menghapus kuitansi yang telah direkam; 

6. XLS: Tombol untuk menghasilkan file excel atas seluruh RUH Kuitansi; 

7. Penyesuaian Data: Klik tombol ini untuk melakukan penyesuaian data 

pada kuitansi, jika sebelumnya pernah mengubah kuitansi; 

8. Cetak: Tombol untuk mencetak kuitansi; 

9. Keluar: Tombol untuk keluar dari RUH Kuitansi. 

Berikut langkah penginputan data: 

1. Praktikan mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh 

mentor; 

2. Lihat bagian uraian, terdapat 13 angka. (Contoh: 2833.006.001.051.A); 

3. Kode kegiatan (4 angka awal) dan kode output (3 angka berikutnya); 

4. Praktikan menginput kode tersebut kedalam sistem, klik proses; 

5. Setelah di proses maka otomatis akan menuju ke akun sesuai kode output; 

6. Kemudian praktikan mencari kode yang sesuai dengan 3 angka terakhir 

pada uraian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; 

7.  Setelah ditemukan, cari kode akun yang sesuai dengan kode akun yang 

terdapat di kolom akun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; 

8. Input jumlah nominal sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Belanja; 

9. Klik proses, muncul kuitansi pembayaran; 
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10. Isi bagian kolom Untuk Pembayaran, Kota, Perusahaan Penerima dan 

Nama Penerima sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Belanja;  

11. Untuk kolom Penerimaan Barang selalu diisi dengan WENI; 

12. Klik simpan. 

Terdapat pada lampiran 6 dan lampiran 7. 

 

2. Mengikuti presentasi dengan tema Kewajiban Perpajakan Bendahara 

Pemerintah dan Pelaporan e-SPT via e-Filing 

Dalam melaksanakan PKL, praktikan berkesempatan mengikuti 

kegiatan presentasi dengan tema Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah 

dan Pelaporan e-SPT via e-filing. Presentasi ini dilaksanakan sebelum makan 

siang dan dihadiri langsung oleh pegawai Direktorat Jendral Pajak. Presentasi 

ini dibawakan oleh bagian keuangan. Materi yang disampaikan pada presentasi 

ini terdiri dari: 

1. Kewajiban Perpajakan Bendahara, Kewajiban Umum Bendahara dan 

Rekapitulasi Pelaporan Bendahara PANRB; 

2. Update aplikasi e-SPT terbaru; 

3. Aplikasi e-SPT masa PPH Pasal 21. 

Kewajiban Perpajakan Bendahara tertera dalam Tanggung Jawab 

Bendahara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang salah 

satunya “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas 
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pembayaran yang dilaksanakannya serta dalam rangka pelaksanaan anggaran 

belanja, Bendahara Pengeluaran dan BPP merupakan wajib pungut atas pajak 

yang timbul karena adanya pembayaran UP”.  

Praktikan mendapatkan informasi terkait PPH pasal 21. Objek dari PPH 

pasal 21 ada dua yaitu  

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, 

seperti gaji dan tunjangan: 

2. Penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai, bukan 

pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, 

dan sebagainya.  

Menurut presentasi dari Direktorat Jendral Pajak tentang Cara 

Pelaporan e-SPT via e-filing, praktikan mendapatkan penjabaran mengenai cara 

melakukan pelaporan e-SPT via e-filing. Berikut langkah-langkanya: 

1. Akses aplikasi OnlinePajak; 

2. Masuk ke fitur e-Filing; 

3. Unggah file CSV dan file PDF pendukung atau hitung langsung atau 

gunakan fitur hitung otomatis; 

4. Klik lapor; 

5. Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). 

Presentasi ini berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan berakhir 

saat makan siang. Praktikan mendapatkan banyak ilmu dan informasi berkaitan 
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dengan tema presentasi yang disampaikan yaitu Kewajiban Perpajakan 

Bendahara Pemerintah dan Pelaporan e-SPT via e-filing. Praktikan sangat 

berterimakasih kepada seluruh pegawai Kementerian Pendayagunaan Negara 

dan Reformasi Birokrasi telah memberikan kesempatan kepada praktikan 

sehingga dapat menambah ilmu bagi praktikan.  Terdapat pada lampiran 8. 

 

3. Menerima surat masuk 

Praktikan sering mengerjakan pekerjaan ini ketika pegawai yang 

bertanggung jawab tidak sedang berada di tempat. Kemudian praktikan 

menerima surat tersebut dan diletakan diatas meja yang bersangkutan. Langkah 

– langkah menerima surat masuk adalah: 

1. Praktikan menerima surat masuk dari Unit Tata Usaha lain atau dari 

sekretariat, kemudian praktikan memeriksa tujuan surat dengan teliti; 

2. Selanjutnya, praktikan menandatangani surat terima yang menunjukkan 

bahwa surat telah diterima dengan baik. 

 

4. Mengklasifikasikan kuitansi bukti pembayaran 

Praktikan diberi tugas untuk mengklasifikasikan kuitansi bukti 

pembayaran kegiatan belanja harian Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut langkah-langkah pengerjaannya: 

1. Praktikan menerima tumpukan berkas dari pembimbing, berkas ini 

berisikan kuitansi tentang bukti pembayaran belanja harian; 
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2. Praktikan mengklasifikasikan kuitansi yang diinput aplikasi program 

SILABI dan kuitansi harian yang diserahkan ke Kepala Bagian 

Keuangan; 

3. Setelah selesai praktikan menyusun kembali dengan rapi kemudian 

mengembalikannya kepada pembimbing. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama menjalani kegiatan PKL di Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, praktikan menghadapi beberapa kendala yang 

sedikit menganggu kegiatan PKL. Berikut beberapa kendala yang praktikan alami 

saat melaksanakan kegiatan PKL: 

1. Data keuangan yang praktikan input sering mengalami kesalahan dalam 

penulisan yang mengakibatkan saat melakukan penginputan data terjadi 

error  pada sistem. 

2. Praktikan sering tidak mendapatkan komputer untuk bekerja sehingga 

membuat bingung apabila praktikan harus menggunakan komputer 

sebagai media kerja. 

3. Komputer yang digunakan relatif lambat dalam melakukan penginputan 

sehingga praktikan membutuhkan waktu yang lama untuk menginput 

data ke sistem komputer tersebut. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Walaupun praktikan mengalami beberapa kendala saat menjalani kegiatan 

PKL di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

praktikan belajar menyelesaikan masalah-masalah yang timbul saat kegiatan PKL 

ini berlangsung. Berikut cara mengatasi kendala-kendala yang ditemui saat 

melaksanakan kegiatan PKL: 

1. Praktikan akan bertanya kepada mentor ataupun pegawai lain mengenai 

data keuangan yang tidak bisa terinput. Karena ada kemungkinan data 

keuangan tersebut telah terinput sehingga saat praktikan ingin 

menginputnya terjadi error. 

2. Praktikan akan diberitahu oleh mentor apakah hari ini terdapat komputer 

yang bisa praktikan pakai, apabila tidak ada praktikan akan membawa 

laptop pribadi sebagai alat penunjang kegiatan PKL sehingga dapat 

berjalan dengan lancar walaupun tidak mendapatkan komputer secara 

permanen. 

3. Saat mendapatkan komputer yang lambat praktikan akan mencari 

komputer kosong lain yang dapat digunakan sehingga data dapat 

terinput dengan lancar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan setiap 

mahasiswa mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang 

dilakukan di dunia kerja agar mahasiswa tersebut dapat mencapai serta 

mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta mampu 

menunjukan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama 

berada di dunia kerja sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan.  

PKL memberikan dan sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa akan dan 

bagaimana kehidupan di dunia kerja. Disamping ajang uji coba ilmu yang  

dipelajari, melalui PKL mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang 

bagaimana tata dan aturan di dunia kerja, sehingga ketika nantinya sudah lulus, 

mahasiswa sudah benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara 

kejiwaan dan mental. 

Setelah melaksanakan program PKL di Kementerian PANRB, praktikan 

mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai akuntansi yang tidak praktikan 

dapatkan selama dibangku perkuliahan. Ilmu dan pengalaman tersebut akan sangat 
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berguna ketika praktikan memasuki dunia kerja dan di kemudian hari. Praktikan 

sadar bahwa ilmu akuntansi yang telah praktikan dapatkan dibangku perkuliahan 

masih kurang dan oleh sebab itu praktikan tertarik untuk mempelajari hal-hal yang 

sudah diajarkan selama kegiatan PKL secara lebih dalam agar siap saat 

menghadapi dunia kerja. 

Setelah melaksanakan kegiatan PKL, kesimpulan yang dapat diperoleh 

praktikan antara lain yaitu: 

1. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan di divisi 

keuangan di Pemerintahan; 

2. Praktikan belajar untuk memahami setiap karakter dan sifat dari para 

pegawai Kementerian PANRB; 

3. Praktikan dapat mengimplementasi ilmu yang telah didapatkan di 

bangku perkuliahan di bidang akuntansi; 

4. Praktikan dapat memahami cara menggunakan RUH Kuitansi dalam 

aplikasi SILABI; 

5. Praktikan mendapatkan banyak ilmu dan informasi berkaitan dengan 

tema presentasi yang disampaikan yaitu Kewajiban Perpajakan 

Bendahara Pemerintah dan Pelaporan e-SPT via e-filing. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan PKL bagi Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan 
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Akuntansi di masa yang akan datang, berikut ini beberapa saran yang dapat 

menjadi pertimbangan: 

1. Praktikan menyarankan agar instansi/perusahaan dapat memberikan 

pekerjaan yang lebih bagi praktikan; 

2. Meningkatkan ketelitian dan pengetahuan tentang pekerjaan yang 

diberikan untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi selama 

melakukan tugas; 

3. Praktikan berharap agar Kementerian PANRB dapat terus menjalin 

kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dalam kegiatan PKL 

selanjutnya. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2: Surat Keterangan PKL dari Kementerian PANRB 
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Lampiran 3: Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5: Laporan Kegiatan Harian PKL 
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Lampiran 6: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis  
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Lampiran 7: Penginputan Dalam Aplikasi SILABI 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis  
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Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Lampiran 8: Presentasi Direktorat Jendral Pajak Tentang Kewajiban 

Perpajakan Bendahara Pemerintah dan Pelaporan e-SPT via e-

Filing 
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Sumber: Presentasi Sosialisasi Bendahara Kemenpan 
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Lampiran 9: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 


